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Article Info Abstract

égzg:\elerys‘ztgrﬂdg_zom One of the grounds for divorce stated in the Compilation of Islamic Law (KHI)

Revised : 05-08-2024  Article 116 is when one spouse leaves the other for two consecutive years without

Accepted : 08-08-2024  permission or valid reason, or due to reasons beyond their control. Viewed from

Published: 12-08-2024  the perspective of rights and obligations in the marital relationship, this two-year
period is considered excessively long for the abandoned spouse. During this time,
the wife and children are unable to obtain maintenance, including clothing, food,
or education expenses. Typically, a wife who acts as a homemaker heavily relies
on maintenance from her husband for herself and her children. However, with the
husband's absence, there is no longer an obligation to provide maintenance to the
wife and children. This presents an aspect of injustice for the abandoned party, not
only due to the absence of their partner but also because of the provisions outlined
in the article. The focus of this research is to understand the juridical basis related
to the time limitation for filing divorce due to absence (mafqud) in Article 116
letter b of the Compilation of Islamic Law, and to explore John Stuart Mill's
utilitarianism theory regarding the time limitation for filing divorce due to
absence. This research employs a literature review method supported by field data
collected through documentation and interviews. Data analysis is conducted using
a qualitative descriptive approach. The research findings will be presented in
narrative form, reflecting the researcher's exploration of the time limitation for
filing divorce due to absence in Article 116 letter b of the Compilation of Islamic
Law. In this qualitative approach, the researcher will analyze the restriction on
the submission of divorce petitions due to absence from the perspective of
utilitarianism theory, both for spouses abandoned by their husbands and wives.
The research concludes that the acceleration of the divorce process on the grounds
of mafgid can be carried out without waiting for 2 (two) years to confirm the
absence of one party. The two-year period needs to be reduced because it has a
detrimental impact on the party left behind. In principle, the time applied should
provide benefits in the form of happiness, especially for the party left behind.
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Abstrak

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b menetapkan alasan perceraian sebagai berikut: salah satu
pasangan meniggalkan pasangan lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah,
atau karena hal itu di luar kemampuan. Dari sudut pandang hak dan kewajiban dalam hubungan suami-
isteri, dua tahun tersebut dianggap sangat lama bagi pasangan yang ditinggalkan. Selama dua tahun tersebut,
isteri dan anaknya tidak dapat memperoleh uang untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, atau biaya
pendidikan. Isteri yang berperan sebagai ibu rumah tangga biasanya sangkat membutuhkan dari hal segi
nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, dengan hilangnya pasangan, tidak ada lagi yang
berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Inilah titik ketidakadilan yang muncul
bagi pihak yang ditinggalkan, bukan hanya karena ketiadaan pasangan mereka, tetapi juga karena ketentuan
yang terdapat dalam pasal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna
landasan yuridis terkait batas waktu pengajuan perceraian berdasarkan Mafqud dalam pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, serta untuk mengeksplorasi pandangan teori utilitarianisme John Sturt Mill
terhadap batasan waktu pengajuan perceraian akibat mafqud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
pustaka dengan dukungan data lapangan yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis
data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang mencerminkan penyelidikan peneliti tentang
batas waktu pengajuan perceraian. Dari sudut pandang teori utilitarianisme, metode kualitatif ini akan
mengkaji pembatasan waktu pengajuan permohonan cerai sebagai akibat darti mafqud, baik bagi pasangan
yang ditinggalkan oleh suami maupun isteri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa percepatan proses
perceraian dengan alasan mafqud dapat dilakukan tanpa menunggu selama 2 (dua) tahun untuk memastikan
ketiadaan salah satu pihak. Waktu dua tahun tersebut perlu dikurangi karena memiliki dampak yang
merugikan bagi pihak yang ditinggalkan. Prinsipnya, waktu yang diterapkan seharusnya memberikan
manfaat berupa kebahagiaan, terutama bagi pihak yang ditinggalkan.

Kata Kunci : Utilitarianisme, Mafqud, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan harus adanya komitmen antar pasangan suami isteri, dengan adanya komitmen
tersebut maka akan membentuk hubungan yang harmonis. Dengan adanya komitmen terhadap
setiap pasangan maka tidak Akan muncul kesalahpahaman dalam rumah tangga, kesalahpahaman
dalam rumah tangga seringkali muncul akibat kurangnya komunikasi antar pasangan. Dengan
kurangnya komunikasi terkadang muncul konflik-konflik baru, misalnya suami isteri berselisih
paham perihal kehidupan rumah tangga. Sehingga perselisihan tersebut seringkali salah satu pihak
misalnya suami pergi tanpa diketahui keberadaannya.

Kepergian suami sering dikenal dengan sebutan suami yang mafqud. Mafqud secara
etimologi berawal dari kata fagada, yang berarti gaib atau hilang. Selain itu juga dalam kamus term
figh, mafqud merupakan orang yang telah hilang dan secara zahirnya tertimpa kecelakaan,
misalnya orang yang pergi meninggalkan keluarganya ketika siang maupun malam, baik itu keluar
rumahnya untuk melaksanakan salat atau berpergian pada suatu tempat dan tidak kembali lagi pada
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keluarganya. Pada dasarnya orang yang mafqud merupakan, orang yang keberadaannya tidak

diketahui ataupun berita mengenai dirinya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Wahbah al- Zuhaily dalam karangannya yang berjudul Figh Islam WA Adillatuhu, dalam
pengertiannya beliau mengatakan bahwa orang yang dapat dikatakan hilang adalah orang yang
tidak tahu keberadaannya dan terputus beritanya, serta tidak diketahui apakah ia masih hidup atau
sudah meninggal dunia. Apabila diketahui tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka
dia adalah orang yang hilang. Selain Wahbah al-Zuhaily, Abu Zahrah juga mendefinisikan Mafqud
merupakan seseorang yang ghaib (hilang) dan tempat serta keberadaannya tidak diketahui, apakah
ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mafqud ialah hilangnya seseorang tanpa
diketahui keberadaannya, baik ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Orang yang
meninggalkan negerinya dan tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama, dan
tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meniggal dunia. Dapat dicontohkan misalnya
seseorang yang berpergian jauh untuk menunut ilmu, dan ditempat ia menuntut ilmu merupakan
daerah yang dilanda peperangan, dan setelah itu tidak ada lagi kabar atau berita tentang dirinya.
Batasan orang yang Mafqud, Ulama figih berbeda interpretasi antara lain:

1. Abu Hanifah berpandangan bahwa hukum bagi seseorang yang dianggap hilang baru ditetapkan
apabila teman sebayanya telah meninggal dunia. Umumnya, pandangan ini mencakup usia 60,
90, dan 120 tahun.

2. Syafi’iyah berpendapat bahwa seseorang yang dianggap hilang (mafqud) dapat dianggap
meninggal jika bukti-bukti yang ada atau keyakinan menunjukan bahwa secara normal tidak
mungkin dia masih hidup. Mereka tidak menetapkan batasan waktu secara spesifik, karena usia
seseorang bersifat relatif. Namun, kelompok ini sepenuhnya mempercayakan kepada hakim
untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut.

3. Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang dianggap hilang dapat dianggap meninggal oleh
hakim setelah empat (4) tahun berlalu. Namun, mereka menetapkan batasan usia seseorang
hingga mencapai usia 70 tahun.

4. Hanabilah membagi situasi orang yang dianggap hilang menjadi dua bagian:

a. Orang yang diduga kuat telah meninggal dunia, dalam hal ini orang tersebut dianggap
meninggal dunia setelah empat (4) tahun berlalu.

b. Orang yang tidak diduga kuat telah meninggal dunia. Dalam kasus ini, seseorang yang
dianggap hilang dianggap telah meninggal dunia jika orang sebaya dengannya telah
meninggal dunia, pandangan ini sejalan dengan Hanafiyah.

Batasan waktu orang yang mafqud telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal
39 huruf (b) No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan
dijelaskan juga dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa
apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kompilasi Hukum
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Islam menetapkan batasan waktu bagi pihak yang mafqud yaitu selama dua tahun, sehingga apabila
isteri yang ditinggalkan suami yang mafqud maka isteri dapat mengajukan perceraian kepada
Pengadilan Agama.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan
batasan waktu selama dua tahun untuk pihak yang mafqud. Dalam hal ini apabila terjadi pada isteri
yang suaminya mafqud, maka isteri harus menunggu selama dua tahun untuk bisa mengajukan
perceraian di Pengadilan Agama. Maka dalam dua tahun tersebut isteri wajib menunggu dan
mencari kabar mengenai suaminya. Suami yang mafqud, yang mana tidak diketahui apakah dia
masih hidup atau telah meninggal dunia dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hal ini Akan
berdampak buruk kepada kehidupan isteri serta anak-anaknya dalam hal biaya hidup. Misalnya
yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, dengan register Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Sby,
tanggal 24 Mei 2023. Dalam kasus perceraian ini ada beberapa hal yang diajukan oleh pihak isteri
(penggugat) ialah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Terguggat secara sah menikah menurut ajaran Islam pada hari minggu, tanggal
11 April 1999, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Sukolilo Kota Surabaya, sesuai dengan bukti yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: 71/71/1VV/1999 tanggal 11 April 1999.

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya pasangan
suami isteri yang sah dan tinggal di alamat yang Sama di Kota Surabya.

3. Selama menjalani perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan
selayaknya suami isteri, namun belum diberi anugerah memiliki anak.

4. Awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam kedamaian dan keserasian.
Namun, sejak bulan Mei tahun 2016, rumah tangga mereka mulai terguncang dengan seringnya
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a) Tergugat menjalani hubungan cinta dengan wanita lain;
b) Terguggat Menggadaikan BPKB Motor
c) Terdapat foto perempuan dalam handphone Tergugat;

5. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya, dan meskipun upaya damai
telah dicoba namun tidak berhasil. Akhirnya, sejak tanggal 25 bulan Desember tahun 2019,
Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan gojek. Sejak saat itu, hingga sekarang, tempat
tinggal atau alamat tergugat tidak diketahui. Sebagai hasilnya, Penggugat dan Tergugat telah
terpisah selama 3 tahun 5 bulan. Meskipun Penggugat telah berusaha untuk menemukan
Tergugat selama periode tersebut, namun tanpa hasil.

6. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, permohonan PENGGUGAT untuk megajukan
gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi secara berulang
dan menyebabkan ketidakharmoniasan yang tidak dapat diatasasi dalam ikatan perkawinan telah
memenuhi persyaratan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
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huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan hukum, gugatan cerai ini
dinyatakan dapat dikabulkan.

Suatu hukum dapat dikatakan baik apabila memiliki manfaat bagi setiap individu maupun
masyarakat, karena hukum itu memberikan regulasi-regulasi yang berkesusaian dengan
pemakainya serta memberikan manfaat. Membicarakan kemanfaatan kepada setiap individu atau
kelompok masyarakat, dapat dilihat menggunakan teori utilitarianisme.

Teori utilitarianisme merupakan aliran yang meletakan suatu kemanfaatan sebagai tujuan
hukum, yang dimaksud dengan kemanfaatan disini diartikan suatu kebahagiaan. Oleh karena itu
baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, dapat dilihat apakah hukum tersebut memberikan
kebahagiaan kepada manusia atau sebaliknya. Teori utilitarianisme ini lebih menekankan asas-asas
kemanfaatan dalam suatu hukum, sehingga dapat dilihat dari kebahagiaan setiap individu dan
masyarakat.

Teori Utilitarianisme dapat dijadikan sebagai sarana dalam melihat apakah suatu hukum
tersebut memiliki asas-asas kemanfaatan yang mendatangkan keadilan dan kebahagiaan, atau
hukum itu menyebabkan terjadinya keburukan. Apabila kita mengacu kepada Kompilasi Hukum
Islam pasal 116 huruf b yang menetapkan batasan waktu dua tahun kepada isteri yang ingin
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama akibat suami mafqud, maka kita harus melihat
apakah regulasi tersebut sudah memiliki kemanfaatan berupa kebahagiaan dan keadilan kepada
isteri yang ditinggalkan suaminya dengan tanpa memberikan nafkah sedikitpun atau hukum
tersebut berdampak buruk atau ketidak bahagiaan bagi kehidupan seorang isteri.

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill sebagai sarana dalam
menganalisis terkait batasan waktu suami mafqud yang termaktub dalam pasal 116 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, sehingga mampu melihat apakah hukum tersebut telah memiliki
kemanfaatan dan mendatangkan kebahagiaan bagi individu maupun kolektif atau hukum tersebut
menyebabkan terjadinya kesusahan. Berlandaskan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan
yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini; Apa makna ratio legis dari aturan batasan waktu
pengajuan permohonan cerai karena mafqud dakan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam?,
Bagaimana batasan waktu terhadap pengajuan permohonan cerai karena mafqud dalam pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai
peneitian hukum doktrinal. Yang dimaksud dengan penelitian doktrinal disini adalah suatu
peneitian yang menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis
dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis,
pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk
mengkaji berbagai undang-undang yang mengatur batasan waktu pengajuan perceraian karena
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mafqud, baik yang telah diautur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam maupun yang
terdapat dalam undang-undang yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Pasal 116
huruf b Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2,
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Pasal 9 hurf b dan Buku Utilitarianisme John Stuart Mill.
Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, karya ilmiah dan literatur serta
informasi-informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna Ratio Legis dari Aturan Batasan Waktu Pengajuan Permohonan Cerai Karena
Mafqud dalam Pasal 116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan
apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan adanya 8 (delapan) hal yang menjadi alasan dari perceraian. Perceraian dapat terjadi
karena alasan atau alasan-alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk. Pemadat, penjudi dan lain sebagainya
yang sukar disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak
lain;

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7) Suami melanggar taklik talak;

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah
tangga.

Isi Kompilasi Hukum Islam pasal 116 di atas disebutkan berbagai alasan seseorang untuk
mengajukan perceraian di depan Pengadilan. Salah satu yang disebutkan dalam pasal tersebut ialah
adanya perceraian dengan alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya”. Seperti yang tercantum dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,
Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf b, menyatakan bahwa “salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
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yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Untuk meninggalkan pihak lain dapat
digunakan sebagai dasar perceraian, kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi:

1. Selama setidaknya dua tahun, berturut-turut
2. Tanpa persetujuan pihak lain;
3. Tanpa alasan yang dapat diterima.

Agar perceraian dapat dijadikan dasar, keempat syarat tersebut harus dipenuhi secata
kumulatif agar dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai
tindakan meninggalkan pihak lain seperti:

1. 1)Tidak lebih dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) tanpa
alasan yang valid.

2. 1)Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan
yang valid.

3. 1)Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan
yang valid.

4. 1)Kurang dari dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain 4) dengan
alasan yang valid

5. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) Tanpa alasan
yang valid

6. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain 4) dengan alasan
yang valid.

7. 1) Selama dua tahun, 2) berturut-turut, 3) tanpa persetujuan pihak lain, 4) dengan alasan yang
sah.

8. 1) Selama dua tahun, 2) tidak berturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan
yang valid.

9. 1) Selama dua tahun, 2) Beturut-turut, 3) dengan persetujuan pihak lain, 4) tanpa alasan yang
valid.

Peneliti menganggap bahwa alasan 1 hingga 9 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk
perceraian karena tidak memenuhi sayarat secara bersamaan (komulatif). Salah satu syarat yang
harus dipenuhi dalam pasal tersebut adalah bahwa salah satu pihak tidak hadir selama dua tahun.
Dalam kasus ini, seseorang yang ingin mengajukan perceraian karena tidak mengetahui keberadaan
salah satu pasangan selama dua tahun harus menunggu hingga pasangannya tidak mengetahui
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keberadaannya selama periode tersebut. Setelah dua tahun, kedua pasangan dapat mengajukan
perceraian ke Pengadilan Agama di daerah mereka.

Dalam satu keadaan spesifik misalnya, seorang suami pergi merantau ke Singapura untuk
mencari nafkah bagi isterinya dan anak-anaknya. Namun, karena beberapa alasan tertentu, dia
kemuadian tidak dapat dihubungi dan keberadaannya tidak dapat dipastikan. Dalam situasi seperti
ini, isteri tidak dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebelum menunggu dua tahun
tanpa berita suaminya. Pengadilan Agama akan menolak permintaan cerai dari isteri dalam kasus
ini jika suaminya baru saja menghilang atau tidak diketahui selama kurang dari dua tahun.

Salah satu persyaratan pasal tersebut adalah berturut-turut. Konsep berturut-turut ini
mengindikasikan bahwa orang yang tidak diketahui keberadaannya selama dua tahun harus tetap
berkelanjutan. Jika seseorang merasa kehilangan pasangannya dan ingin mengajukan perceraian,
kedua syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan. Seseorang isteri asal Indonesia yang berkerja di
Malaysia awalnya sulit dihubungi oleh suaminya yang tinggal di Indonesia; bahkan setelah satu
tahun tidak ada kabar tentang keberadaannya di Malaysia. Namun, setelah satu tahun berlalu, isteri
tersebut memberitahu suaminya atau keluarganya tentang kabar dan keberadaannya di Malaysia.
Setelah memberitahu tentang keadaan dan keberadaannya, istrinya kemudian tidak dapat dihubungi
lagi secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini bertahan selama dua tahun, sama seperti
sebelum dia dapat dihubungi.

Dalam kasus ini, seorang suami tidak dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama
karena tidak diketahui isterinya selama dua tahun. Secara komulatif, istrinya tidak diketahui
keberadaannya selama dua tahun, tetapi dalam kasus ini, istrinya masih dapat dihubungi dan
diketahui keberadaannya dalam jarak dua tahu, yang memenuhi syarat yaitu

1. Syarat pertama bahwa tidak diketahui keberadaannya
2. Syarat kedua yang diharuskan berturut-turut belum terpenuhi.
3. Syarat ketiga dalam pasal 116 huruf b adalah tanpa izin pihak lain.

Selain tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak (suami atau isteri) selama dua tahun
berturut-turut, pasal ini juga harus mencakup tidak diketahuinya keberadaan orang tersebut disertai
dengan tanpa izin dari salah satu pihak. Mencermati dari kasus tersebut, seorang isteri yang telah
ditinggalkan selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut tersebut tidak diperbolehkan untuk
meminta gugat cerai ke Pengadilan Agama. Ketiga syarat, baik sekurang-kurangnya selama 2
tahun, berturut-turut dan tanpa izin pihak lain itu harus muncul secara bersamaan. Tidak
diperkenankan seseorang yang ditinggal pasangannya untuk meminta cerai tanpa ketiga syarat
tersebut, dikarenakan ketiga syarat tersebut bersifat komulatif, yang harus ada semua bilamana
seseorang meminta cerai dengan alasan pasal tersebut.
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Persyaratan yang ke-empat atau yang terakhir dari pasal ini, hingga seseorang boleh
megajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah tanpa alasan yang sah. Jadi selain syarat
Sekurang-kurangnya selama 2 tahun, Berturut-turut dan Tanpa izin pihak lain, seseorang yang
ditinggalkan pihak lain tidak bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Alasan perceraian sebagaimana pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di atas, diakhiri
dengan kalimat yang berbunyi atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kalimat demikian ini
memberi isyarat adanya kelonggaran hakim untuk memberikan pandangannya atau kemungkinan
lain bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuannya
untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan perceraian dalam syarat komulatif
sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut.

Ada sekelompok orang yang terdiri dari suami isteri sedang mengadakan study tour ke kota
tertentu, ternyata saat ia terpisah dari rombongan, ia diculik seseorang yang memang sudah/belum
mengenalnya karena orang yang diculik sudah dikenal dan dikuasainya, sehingga sebenarnya
suami/isteri tidak ingin meninggalkan pihak lain tetapi karena diculik maka terpaksa meninggalkan
pihak lain. Karena itu perbuatan meniggalkan pihak lain tersebut bukan atas kehendaknya tetapi
karena hal lain di luar kemampuannya.

Mengahadapi sesuatu hal lain di luar kemampuannya memang di satu sisi memberikan
kebebasan hakim untuk berinterpretasi sesuai dengan keyakinannya, akan tetapi interpretasi alasan
perceraian tersebut harus tetap mengacu kepada muara-muara yang berujung pada sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kalau ternyata sesuatu hal diluar
kemampuannya tidak mengacu pada muara tersebut dan rumah tangganya tenang-tenang dan
tentram saja maka hakim tidak layak menggunakan intrepretasinya, karena mungkin ia masih mau
menunggu suatu saat suami atau isterinya akan pulang atau karena bekal yang ditinggalkan suami
masih banyak untuk persiapan beberapa tahun ke depannya sehingga tidak menjadikan persoalan
bagi orang yang ditinggalkan oleh salah satu pasangannya dalam waktu yang lebih lama.

Dalam menetapkan seseorang mafqud telah meninggal dunia, sebagaimana dikemukakan
dalam pasal tersebut bahwa isteri yang suaminya menghilang (mafqud) diharuskan menunggu
kedatangan suaminya selama dua tahun dan selanjutnya bisa mengajukan perceraian kepada hakim.
Berdasarkan hukum Perkawinan di Indonesia status hukum isteri yang suaminya mafqud (hilang)
dapat dikatakan cerai atas dasar putusan pengadilan dengan alasan tidak diketahui keberadaannya,
selama 2 tahun berturut-turut. Bagi orang Islam dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqud
(hilang) sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan
perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam
sebagai peraturan pelaksananya. Dalam hal ini isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak
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diketahui, Panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada
di Pengadilan Agama atau melalui media masa.

Batasan Waktu Terhadap Pengajuan Permohonan cerai Disebabkan Mafqud dalam Pasal
116 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konsep Teori Utilitarianisme John
Stuart Mill

Alasan perceraian yang termuat dalam pasal 116 huruf b ini dalam Islam biasa disebut dengan
istilah mafqud. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di Indonesia diperbolehkan seorang suami
atau isteri ketika ditinggal pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada keterangan yang
jelas dan keberadaannya untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dengan jalan talak
atau berdasarkan gugatan cerai.

Dalam kaitannya dengan penentuan suami atau isteri mafqud (hilang) sebagai alasan
perceraian, maka Hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada peraturan perundang-undangan,
yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini pihak
yang ditinggal mafqud mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggal penggugat. Namun, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, Panitera akan
menempelkan surat gugatan penggugat di papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau
melalui media masa. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebanyak dua kali dengan
tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Dan tenggang waktu antara
panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurang 3 bulan. Apabila tergugat atau
kuasanya tidak hadir, gugatan diterima tanpa adanya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut
tanpa hak dan tidak beralasan. Putusan mengenai gugatan tersebut dilakukan melalui sidang
terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal 116 huruf b sangat jelas dikatakan bahwa 2 (dua) tahun menunggu kehadiran
pasangan adalah waktu yang diberikan olen Kompilasi Hukum Islam hingga seseorang yang
ditinggalkan pasangannya dibenarkan atau dibolehkan untuk mengajukan perceraian ke depan
Pengadilan Agama. Walaupun dalam pasal tersebut seseorang yang ditinggal pasangannya
diperbolehkan untuk mengajukan perceraian akan tetapi yang menjadi titik permasalahan dalam
pasal tersebut adalah jangka waktu untuk diperbolehkannya seseorang mengajukan perceraian.

Dilihat dari aspek hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan suami-isteri, waktu 2
(dua) tahun menjadi sangat lama bagi pihak yang ditinggalkan. Dalam waktu 2 (dua) tahun, isteri
dan anaknya tidak bisa mendapatkan hak nafkah atau hak untuk melanjutkan sekolah.

Isteri yang pada umumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga sangat membutuhkan
nafkah untuk dirinya atau juga untuk keperluan anaknya dari suaminya. Akan tetapi dengan
hilangnya suami maka tidak ada lagi yang berkewajiban untuk menafkahinya atau anaknya. Di
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sinilah bentuk ketidak adilan muncul bagi pihak yang ditinggalkan yang bukan hanya dikarenakan
ketidak hadiran dari pihak lain (mafqud) akan tetapi juga dikarenakan aturan yang ada dalam pasal
tersebut.

Semakin lama suatu pasangan meninggalkan pasangan lainnya, maka semakin banyak pula
kewajiban yang tidak dapat diwujudkan, mulai dari permasalahan ekonomi, pendidikan dan juga
yang lainnya. Bahkan kalau melihat dari beberapa fungsi keluarga yang sudah dijelaskan oleh
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang senada dengan fungsi keluarga
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 terindikasi bahwa ada beberapa fungsi
keluarga yang ditinggalkan.

Dengan kejadiam mafqud, maka upaya untuk menghidupkan fungsi perlindungan terhadap
keluarga semakin terasa berkurang. Fungsi melindungi yang dimaksudkan untuk memberikan rasa
aman kepada seluruh anggota keluarga sehingga mereka dapat merasakan tentram lahir batin dan
hidup bahagia tanpa ada rasa tekanan dari pihak manapun terancam untuk tidak dapat terealisasi
secara utuh.

Selain pada fungsi melindungi, kejadian mafqud ini juga akan mengurangi fungsi cinta kasih,
ekonomi, sosialisasi dan pendidikan. Dari sini, setidaknya sudah bisa dilihat bahwa aturan hukum
yang termuat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang akan memperbolehkan
seseorang untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami atau isterinya
mafqud dengan menunggu ketidak beradaannya sampai 2 (dua) tahun terkesan tidak memberikan
sebuah pertimbangan yang adil. Padahal sudah diketahui secara umum keberadaan sebuah produk
hukum harus mencerminkan sisi-sisi kemanfaaan dan keadilan.

Dengan keadaan seorang isteri dan anaknya tanpa adanya sebuah kepastian tentang diri
mereka karena harus menunggu suami yang tidak diketahui keberadaannya dan kemudian
diperparah lagi dengan baru diperbolehkannya isteri tersebut mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama dengan menunggu sampai batas minimal dua tahun, maka sudah tentu secara sikologis
perasaan sedih dan berbagai hal yang dirasa tidak menyenangkan juga akan muncul. Hal ini
berlawanan dengan teori hukum uilitarianisme yang menyebutkan bahwa hukum semata-mata
bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah sekuat mungkin adanya beban atau
siksaan pada setiap diri seseorang (Darji Darmiodiharjo dan Sindarta, 2006).

Utilitarianisme atau utilisme meletakan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Yang
dimaksud dengan kemanfaatan adalah suatu kebahagiaan (happiness). Jadi, baik buruknya atau adil
tidaknya suatu hukum itu harus dapat memeberikan kebahagiaan kepada Masyarakat (John Stuart
Mill).

Kebahagiaan ini sepantasnya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi apabila tidak
mungkin tercapai, diusahakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu
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dalam masyarakat (bangsa) tersebut, the greatest happiness for the greatest number of people
(Rayno DWI Adityo,2022).

John Stuart Mill merumuskan bahwa yang menjadi paramaeter dari tujuan hukum adalah
kebahagiaan yang sebesar-sebesarnya bagi sejumlah orang sehingga baik buruknya hukum
tergantung pada manfaat yang diberikan oleh hukum. Dari hal ini muncullah prinsip utilitarianisme
yaitu, the greatest happiness of the greatest number of people (kebahaagiaan terbesar dari jumlah
orang terbesar) dan prinsip ini menjadi adagium paham utilitarianisme dan prinsip ini menjadi
norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat (John Stuart
Mill).

Maka dalam hal ini konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill
menerapkan prinsip utilitarianisme sebagai dasar moralitas yang memiliki pemahaman bahwa
seluruh tindakan adalah baik jika berguna untuk orang banyak, sehingga membentuk manusia dapat
menjadi manusia seutuhnya dalam menjalani hidup.

Adapun indikator-indikator kebahagian dalam pandangan teori utilitarianisme memiliki
beberapa unsur.

1. Pertama, Sense of Dignity (rasa berharga/harga diri) orang yang merasa dirinya berharga akan
merasa dirinya bahagia, ia akan menganggap bahwa dirinya masih memiliki nilai atas dirinya.
Sebaliknya orang yang merasa dirinya tidak bernilai maka tidak memiliki kejelasan pada
hidupnya.

2. Kedua, Liberty (kebebasan) sesuatu yang membatasi, mengekang hal itu merupakan sumbernya
ketidak bahagiaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan harus bermartabat dan
bebas

3. Ketiga, Security (keamanan) sesuatu yang membuat tidak aman akan merasa tidak bahagia.
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa isteri yang ditinggal oleh suaminya akan merasa kesepian
serta tidak ada yang mendampinginya atau menemaninya dalam keadaan susah atau sedih
karena harus menanggung beban dalam rumah tangga atau beban dari masyarakat.

4. Keempat, Harmonious Development of oneself (pengembangan diri yang harmonis) dalam
sebuah hidup harus memiliki harmonis yang selaras dan dalam suasana hati dalam keseharian
harus memiliki ketenangan.

Interpretasi terhadap pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa isi pasal tersebut
belum memberikan sisi-sisi kemanfaatan berupa kebahagiaan dapat terlihat juga dari pandangan
orang yang memang pernah ditinggal pasangannya akibat mafqud. Dalam hal ini peneliti mencoba
mendengar pandangan para masyarakat khususnya isteri yang ditinggalkan oleh suaminya atau
yang tidak diketahui kehadirannya (mafqud). Peneliti mendapatkan 2 (dua) responden dalam
meminta pandangan terkait batasan waktu yang tertera dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam. Kedua responden ini memberikan pandangan bahwa batasan waktu dalam pengajuan
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perceraian yang tercantum dalam pasal 116 huruf b terlalu lama sehingga akan memberatkan bagi
pihak perempuan, terlebih lagi isteri yang ditinggalkan telah memeliki anak dan suami yang tidak
diketahui keberadaanya tidak meninggalkan harta sedikitpun. Maka dalam hal ini isteri sangat
terbebani karena tidak mendapatkan nafkah oleh suaminya. Setidaknya apabila waktu yang tertera
dalam pasal tersebut lebih cepat atau kurang dari 2 (dua) tahun maka akan terasa lebih baik.

Setidaknya berdasarkan pengalaman yang dibagikan oleh kedua responden yang telah
diwawancarai, serta konsep dalam teori utilitarianisme yang diperkenalkan oleh John Staurt Mill,
dinyatakan bahwa tujuan utama hukum seharusnya adalah untuk memastikan kebahagiaan bagi
individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat kesan bahwa periode dua tahun yang
disebutkan dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam terlalu panjang. Bagi seorang isteri
yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama satu bulan saja sudah terasa lama, apalagi
harus menunggu dua tahun untuk dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Artinya
dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan peneliti belum memuat unsur
kemanfaatan yang berupa kebahagiaan bagi pihak masyarakat khususnya isteri yang ditinggalkan
oleh suami akibat mafqud.

Ada berbagai dampak yang signifikan yang harus ditanggung oleh pihak yang ditinggalkan,
baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun biologis. Dari segi psikologis, seseorang yang
ditinggalkan akan merasa kehilangan yang mendalam akibat tidak hadirnya pasangan mereka.
Hubungan yang biasanya erat atau komunikatif antara suami dan isteri tiba-tiba terputs,
menyisakan kesan kesendirian. Aktivitas yang biasanya dilakukan bersama atau dibahas bersama-
sama oleh pasangan tidak bisa lagi dilakukan. Bagi isteri yang ditinggalkan, perasaan ditinggalkan
oleh suami dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Suami yang seharusnya memberikan
rasa aman dan ketenangan bagi isteri tidak lagi bisa memenuhi perannya.

Dari segi ekonomi, juga dapat dipahami bahwa seseorang yang ditinggalkan oleh
pasangannya akan mengalami kesulitan finansial. Kemungkinan tidak akan terjadi masalah bersar
bagi suami yang ditinggalkan oleh isterinya, namun menjadi masalah yang cukup menantang jika
isteri yang ditinggalkan oleh suaminya akibat mafqud. Sebagai contoh, seorang isteri yang hanya
berkerja sebagai ibu rumah tangga dan biasanya bergantung pada penghasilan suaminya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak lagi menerima dukungan finansial dari suami.

Selain dari sudut pandag psikologis dan ekonomi yang mengkhawatirkan, seseorang yang
ditinggalkan oleh pasangan sahnya juga akan merasa tertekan jika dilihat dari sudut pandang
biologis. Sebagai manusia yang normal, baik suami maupun isteri yang ditinggalkan akan merasa
sangat memerlukan dorongan akan hubungan layaknya suami isteri.

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa ada banyak hak yang terhilang saat suami atau isteri
ditinggalkan oleh pasangan yang tidak diketahui keberadaannya. Kondisi semacam ini sebaiknya
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tidak dibiarkan berlarut-larut hingga mencapai dua tahun. Perlu ada penentuan waktu yang lebih
tepat untuk memungkinkan seseorang mangajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan
ketidaktahuan akan keberadaan pasangan. Waktu yang sesuai atau optimal yang harus diadopsi
oleh pihak pembuat undang-undang (legislator) apabila meneruskan apa yang disampaikan oleh
dua responden yang merupakan pihak yang ditinggalkan maka waktu yang idealnya ialah 1 (satu)
tahun.

Periode waktu satu tahun seperti apa yang disampaikan oleh kedua responden mungkin juga
dianggap sangat optimal karena apabila memeliki selaras dengan pemikiran dalam teori
utilitarianisme yang mengedepankan kebahagiaan sebagai bentuk penilaian dalam hukum yang
harus mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya (the greatest happiness
of the greatest number). Dalam situsi di mana salah satu pasangan hilang, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, ada banyak hak yang seharusnya diberikan kepada pihak yang ditinggalkan
namun tidak dapat direalisasikan.

Periode satu tahun ini juga dapat dianggap sebagai pertimbangan yang sesuai jika
komparasikan dengan peraturan yang berlaku di Brunei Darussalam. Disana, dalam Undang-
Undang Keluarga Islam tahun 1999, salah satu pasalnya, yaitu pasal 46, menyatakan “seseorang
dapat memohon pembubaran perkawinan secara fasakh jika tidak diketahui keberadaannya selama
1 (satu) tahun”. Salah satu pertimbangan inilah, peneliti berpendapat bahwa periode satu tahun
tampak lebih sesuai dalam masa tunggu bagi isteri yang ditinggalkan pasangannya akibat mafqud
dibandingkan 2 (dua) tahun.

Masa tunggu 1 (satu) tahun dapat dianggap sebagai batasan waktu yang tepat, sehingga
memberikan kelegaaan bagi seorang suami atau isteri yang ditinggalkan pasangannya untuk
kemudian dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Seorang suami atau isteri memiliki
hak untuk meminta perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa kesepian setelah pasangannya
meninggalkan tanpa memberitahu keberadaannya. Kesepian yang melanda orang Yyang
ditinggalkan ditakutkan terjerumus kedalam apa yang dilarang syariat.

G835 Gd s len V3 55im ¥ 108 alg e A ia o8 G ie W oy 5,0 e o e
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Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda:
“Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membalas perilaku yang membahayakan
orang lain”. (HR Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan selainnya Hadits hasan).

Pada prinsipnya jangka 2 (dua) atau 1 (satu) tahun ini apabila peneliti bandingkan dengan
berbagai interpretasi Imam Mazhab memang terkesan jangka waktu satu tahun sangat singkat.
Imam Syafi’l menyebutkan bahwa isteri yang kehilangan suaminya atau tidak diketahui
keberadaannya, sang isteri diperbolenkan mengajukan gugat cerai ke pihak Hakim setelah
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menunggu selama 4 (empat) tahun kemudian melakukan iddah wafat, dan selanjutnya isteri tadi
dapat menikah dengan laki-laki lain.

Adapun landasan Imam Syafi’l gunakan adalah:
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Artinya: Diriwayatkan dari Said Al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Umar bin Al-Khattab
berkata: orang perempuan manapun yang kehilangan suaminya serta tidak mengetahui
keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun kemudian melakukan iddah wafat empat
bulan sepuluh hari.

Selaras dengan pandangan Imam Syafi’l, Imam Malik demikian juga bertinterpretasi bahwa
apabila seorang laki-laki tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal
dunia, maka isterinya diberikan jangka waktu empat tahun dan setelah masa tersebut seorang isteri
dapat melaporkan ke pihak Hakim.

Dalam menetapkan status bagi mafqud (tidak diketahui keberadaannya apakah ia masih
hidup atau telah meninggal dunia), para ulama fikih lebih tendensi memandangnya dari segi positif,
yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai ada bukti yang valid bahwa
ia telah meninggal dunia. Sikap yang diambil ulam fikih ini berdasarkan kaidah istishab yaitu
menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukan hukum lain.
Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak dapat dipertahankan secara terus menerus, karena
ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu
pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang (mafqud) para
ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut
adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.

Peneliti berpandangan bahwa, jangka waktu 4 (empat) tahun yang diberikan Imam Syafi’l
dan Imam Malik dalam menanggapi kasus ini tidak lain yakni berdasarkan kondisi dan situasi pada
saat itu, yang mana masyarakat pada saat itu dianggap masih sering berpindah-pindah tempat dalam
mencari nafkah untuk keluarganya. Pada masa itu banyak masyarakat yang membawa daganganya
dari satu daerah ke daerah lain bahkan sampai dari satu Negara ke Negara lain. Sehingga jarak
yang terlampau jauhlah kemudian untuk pulang membutuhkan waktu yang cukup lama.
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Selain kebiasaan masyarakat pada saat itu yang masih sering berpindah-pindah, hal ini juga
dikarenakan pada saat itu informasi tentang keberadaan suami yang lagi keluar sangat sulit untuk
didapatkan. Berbeda sangat jauh dengan moderen saat ini, dimana seorang tidak lagi banyak yang
berpindah-pindah tempat. Selain itu, pencarian informasi yang bertujuan untuk mendapatkan
informasi tentang keberadaan pada orang yang dikatakan hilang juga relatif sangat mudah. Oleh
karena itu, waktu 4 (empat) tahun masih dianggap sangat relevan pada saat itu.

KESIMPULAN

1. Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jelaslah
bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu
selama dua tahun akan kedatangan suami mafqud atau dalam hukum positif menggunakan
istilah salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang artinya salah satu pihak tersebut hilang
(mafqud). Prosedur dari syarat-syarat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus
bersifat komulatif dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga isteri tidak
boleh mengajukan perceraian apabila syarat-syarat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum
Islam tidak terpenuhi.

2. Batasan waktu terkait ketidak beradaan salah satu pasangan atau disebut mafqud yang di
terapkan oleh pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu selama 2 (dua) cenderung lebih
lama, sehingga waktu tersebut memberatkan dari pihak isteri dari beberapa segi misalnya dari
segi nafkah lahir maupun batin, serta sikologi seorang isteri akibat kehilangan suaminya.
Waktu dua tahun juga apabila dilihat dari pandangan teori utilitarianisme John Stuart Mill juga
tidak ada unsur kebahagiaan terhadap isteri, maka dapat kita ukur bahwa waktu dua tahun yang
diterapkan dalam KHI pasal 116 huruf b tidak memberikan kemanfaatan berupa kebahagiaan
bagi pihak yang ditinggalkan khususnya pihak isteri.
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